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ABSTRAK

alul Fikri, (2024): Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1
Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Dumai

S NIN Y11wXeidio yeH @

Penelitian skripsi ini dilatar belakangi dengan adanya permasalahan
tﬁhadap sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang belum sesuai dengan standar
pﬁﬂdldlkan dimana fakta yang terjadi dilapangan di Sekolah Luar Biasa (SLB)
Harapan Bunda yang membutuhkan alat bantu adaptif, Sekolah Luar Biasa (SLB)

syfa Umaimah yang membutuhkan ruangan kelas yang cukup, Sekolah Luar
@asa (SLB) Dumai Care Education Centre yang membutuhkan tenaga pendidik
yang linier dengan kejuruannya, serta Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kota Dumai
(SLBN 1 Kota Dumai) yang membutuhkan buku. Maka hal ini menjadi
ketidaksesuaian dari Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 yang
mengatur Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
dengan apa yang telah diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Dumai. Tujuan
penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hak yang didapatkan bagi
Penyandang Disabilitas di Kota Dumai serta untuk mengetahui upaya apa yang
dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Dumai untuk memenuhi hak pendidikan
bagi Penyandang Disabilitas.

Jenis penelitian ini adalah Hukum Sosiologis atau Empiris, dengan
pendekatan efektifitas hukum yang bersifat deskriptif. Penelitian langsung ke
lapangan yang berlokasi di Dinas Pendidikan Kota Dumai, informan penelitian
terdiri dari 5 populasi dengan 5 sampel yang diambil terdiri dari 1 pihak Dinas
Pendidikan Kota Dumai dan 4 Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Dumai.
S,gmber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik
pengumpulan data penelitian ini observasi, wawancara, kuesioner, studi pustaka
dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini adalah analisis secara deskriptif.

< Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak
penyandang disabilitas di Kota Dumai belum terselenggarakan secara optimal
k@rena adanya hambatan anggaran dari pemerintah, kurangnya tenaga pendidik di
s§<olah luar biasa dari segi kuantitas maupun kualitas di karenakan jurusan dari
tehaga pendidik tersebut tidak linier, serta kurangnya kontribusi dari Dinas
PBndidikan Kota Dumai terkait penyediaan sarana dan prasarana yang tidak sesuai
dghgan kebutuhan yang dimiliki oleh setiap masing-masing anak penyandang
dEabiIitas

=
Kata Kunci: Pendidikan Inklusi, Hak Penyandang Disabilitas.
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KATA PENGANTAR

210 yeH 0
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hidayahnya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
gan judul “Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan

raturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan
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Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Dumai” untuk memenuhi salah
sgu syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Sholawat serta
salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan

berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang

diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati

5

p§:nulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Lisman dan lbunda Yulianis, Kakak Isyatin Rodiah, Rizki
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15. Dan juga teman-teman KKN Kecamatan Tapung Desa Pelampaian yang
telah juga membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dan sebagai insan yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka
penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan
d@am penyusunan dan penulisannya. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya
k%ikan dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi selanjutnya. Namun

®

pgnulis tetap sangat berharap bahwa Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Penulis

Rizalul Fikri
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BAB |

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia,

yiiw ePdio yey o

manusia sebagai makluk ciptaan tuhan yang maha esa memiliki hak-hak dasar
séagai manusia, hak asasi manusia sejatinya adalah hak yang dimiliki oleh setiap
(=

ngnusia bahkan sejak manusia berada dalam kandungan ia sudah memiliki hak

4]
asasi dirinya sendiri. Pada prinsipnya manusia memiliki hak tersebut bukan karena

pgmberian dari masyarakat pada umumnya atau berdasarkan hukum positif,
melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

Ketententuan mengenai hak asasi manusia telah disebutkan dalam Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945, Adapun sila Ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia”.! Sedangkan Pasal 28 C Ayat (1) dalam Undang-
Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak
m%ngembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat

(¢
pgndidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan
bidaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat
n%nusia”.2 Selanjutnya Pasal 31 Ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang
n%njelaskan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.® Maka ini

.~

e
ng_:;rupakan bagian dari tujuan Negara Republik Indonesia.

1 Butir-butir Pancasila
2 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 C Ayat (1)
3 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1)
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Pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa dan
rupakan sarana untuk merealisasikan hak asasi manusia. Pendidikan juga

rupakan investasi dalam masa depan bangsa. Maka setiap warga negara berhak

w2i1dP deH o

nféndapatkan pendidikan yang layak tanpa di diskriminasi. Berbicara pendidikan,
-~

datam sistem pendidikan nasional tentu harus mampu menghadapi tantangan sesuai
Z

dghgan tuntutan perubahan kehidupan lokal sehingga dapat memastikan
k%empatan pendidikan yang adil, peningkatan kualitas, relevansi, dan efektivitas
ngnajemen pendidikan. Mengenai pendidikan untuk penyandang disabilitas yaitu
dﬁaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusi dan
pendidikan khusus, hal ini juga telah diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, “Pendidikan
khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan
dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental,
4

sgsial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”.
-

Berbagai regulasi telah diatur terkait hak atas pendidikan bagi penyandang

ST 9je

disabilitas. Artinya, jaminan hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa

djskriminasi, terlepas dari jenis pendidikan, jalur pendidikan, maupun jenjang

DT

u

p%hdidikan sudah diatur, ini merupakan bentuk penghormatan bagi mereka yang
rrEé‘miliki keterbatasan fisik ataupun yang biasa di kenal dengan sebutan
P%nyandang Disabilitas. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
PZE”lyandang Disabilitas Pasal 10 Huruf A sampai D yang menyatakan bahwa hak

atds pendidikan bagi penyandang disabilitas meliputi hak:
j+¥]

4 Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
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1. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua
jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus;

2. Mempunyai kesamaan, kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga
kependidikan pada satuan pendidikan disemua jenis, jalur, dan jenjang
pendidikan;

3. Mempunyai kesamaan, kesempatan, sebagai penyelenggara pendidikan
yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, jenjang
pendidikan;

4. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.®

Bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak

SNS NINIlw ejdio ey @

bérkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar
dgebut pendidikan inklusi, pendidikan inklusi yaitu suatu pendekatan yang inovatif
dgn strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan
khusus termasuk penyandang disabilitas.®

Akomodasi merupakan hak yang harus didapatkan oleh penyandang
disabilitas yang benar-benar membutuhkan. 7 Untuk dapat terlibat penuh dan
mendapatkan akses pembelajaran yang sama layaknya siswa lainnya, tentu adanya
dg;(ungan dan layanan yang disediakan oleh institusi pendidikan untuk penyandang
d%abilitas dalam rangka mendukung pembelajaran bagi penyandang disabilitas.
I\gnaka dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
Pglindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dalam hal ini

=
te:fdapat pada Pasal 20 ayat (1) dijelaskan bahwa “setiap penyelenggara pendidikan

S

sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, menyediakan sarana, prasarana dan tenaga

%
=)
pg‘pdidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas”.
=
>
=
JJ
ﬁ 5 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
= 6 Auhad Jauhari, “Pendidikan Inklusi sebagai alternatif solusi mengatasi permasalahan
so%ial anak penyandang disabilitas”, Jurnal ljtimaiya, Vol.1 No.1, (2017), h.29
A 7 Ari Pratiwi DKk, Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguran Tinggi, (Malang: UB
Piéss, 2018), h.43

I
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©
%Ianjutnya ayat (3) menjelaskan bahwa “pemenuhan tenaga pendidik yang

=

memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah
@)

—

pgnyelenggara pendidikan inklusi dapat dilakukan melalui pelatihan dalam
k;%:]iatan kelompok kerja guru sekolah reguler, pelatihan dalam musyawarah guru
rr%ta pelajaran, pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler,
ngatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler, bantuan
g%ru pembimbing khusus dari pemerintah daerah, program sertifikasi pendidikan
kgusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler, pemberian bantuan beasiswa S1, S2,
Sz pada pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler, tugas belajar pada
program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler dan pengangkatan
guru pembimbing khusus”.®

Perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas sudah sangat positif
secara regulasinya. Namun apabila melihat dari Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3)
tQ;E;tunya jelas bahwasannya ketersediaan sarana, prasaran dan tenaga pendidik

f+¥]
yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas pada saat ini

wn
ngsih belum terimplementasikan dengan baik di Riau, khususnya di Sekolah Luar
Biasa (SLB) di Kota Dumai.

Realitas pada satuan layanan pendidikan atau sekolah khusus bagi

yandang disabilitas di kota Dumai, seperti Sekolah Luar Biasa (SLB) secara

e)
0 A@IsIdATU

=~

ntitas masih mengalami kekurangan, sehingga anak penyandang disabilitas

ngalami kesulitan dalam proses belajar mengajar, berdasarkan data siswa

M jraedg ugn

8 Indonesia, Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan
n Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

15e
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@
%@Iah Luar Biasa (SLB) Kota Dumai pada Tahun 2023/2024, jumlah Sekolah

=

LYar Biasa (SLB) yang ada di Kota Dumai yaitu 4 Sekolah Luar Biasa (SLB)
@)

—

dtantaranya Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kota Dumai (SLBN 1 Kota Dumai),
3

Sekolah Luar Biasa (SLB) Assyfa Umaimah, Sekolah Luar Biasa (SLB) Harapan

=

éﬁnda, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Dumai Care Education Centre, yang dimana
Z

tcSC{%lI dengan peserta didiknya yaitu 454 peserta didik, Laki-laki 308 dan 146

w

Pgrempuan.

A . .
5  Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Asnawati selaku

c

Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kota Dumai (SLBN 1 Kota Dumai) terkait
sarana, prasarana dan tenaga pendidik di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kota Dumai
(SLBN 1 Kota Dumai) penulis mendapatkan data sarana dan prasarana, bahwa di
sekolah tersebut masih tidak adanya ruangan praktik, ruang sirkulasi, ruang
konseling, buku yang tidak sesuai dengan kebutuhan oleh anak-anak penyandang

disabilitas, serta 28 tenaga pendidik.®

f+¥]
o Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Irvan Dwi Novaldi
@
selaku Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Asyyfa Umaimah terkait sarana,

TR

paasarana, dan tenaga pendidik di Sekolah Luar Biasa (SLB) Assyfa Umaimah,
=]

pghulis mendapatkan data sarana dan prasarana, bahwa di sekolah tersebut masih

tjgak adanya ruangan guru, ruangan praktik, ruangan sirkulasi, ruangan konseling,

ngan ibadah, jalur pedestrian, serta tenaga pendidik yang hanya berjumlah 6

sgo

1re{g udin

aga pendidik.°

 Asnawati, Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kota Dumai (SLBN 1 Kota Dumai),
Wawancara, Dumai, 4 Desember 2023

10 Irvan Dwi Novaldi, Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Assyfa Umaimah, Wawancara,
D@mai, 6 Desember 2023

p. |
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6
@
g Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Mayasni Rasyid
-~
sélaku Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Harapan Bunda terkait sarana, prasarana,
@)

tenaga pendidik di Sekolah Luar Biasa (SLB) Harapan Bunda, penulis

o
wee]

nféndapatkan data sarana dan prasarana, bahwa di sekolah tersebut masih tidak
-~

a&nya ruangan praktik, ruangan laborotorium, ruangan sirkulasi, ruangan
Z

kghseling, jalur pedestrian, alat peraga serta 26 tenaga pendidik.!

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Yulia Dewi selaku

M BysS

Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Dumai Care Education Centre terkait sarana,
pfasarana, dan tenaga pendidik di Sekolah Luar Biasa (SLB) Dumai Care Education
Centre, penulis mendapatkan data sarana dan prasarana, bahwa di sekolah tersebut
masih tidak adanya ruangan praktik, ruangan laborotorium, ruangan guru, ruangan
sirkulasi, tempat olahraga, jalur pedestrian, alat peraga serta tenaga pendidik yang
hanya berjumlah 4 tenaga pendidik.*?

Maka dari data diatas menurut penulis kenyataan dalam Peraturan Daerah

ta Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak

Is1 el

nyadang Disabilitas ini menunjukkan bahwasannya belum terlaksanknya dengan

n@ksimal mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran

DIlH;g

u

bg@i anak penyandang disabilitas serta tenaga pendidik yang masih minim,

-

wn
sghingga dalam persoalan ini menjadi permasalahan yang perlu di teliti, karena

=]

da*npak yang ditimbulkan dari permasalahan ini salah satunya, akan menjadi
=

p'g_nghambat dalam penunjang belajar bagi penyandang disabilitas tersebut.

=

1reg

: 11 Mayasni Rasyid, Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Harapan Bunda, Wawancara,
Dumai, 11 Desember 2023
2 Yulia Dewi, Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Dumai Care Education Centre,
V\I:éyvancara, Dumai, 15 Desember 2023

p. |
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@
& Oleh karena itu, sangat menjadi perhatian khusus untuk pemerintah
-~
tétlebih yang bertanggung jawab atas hal ini yaitu bidang pendidikan seperti Dinas
@)

Pendidikan, untuk dapat sekiranya memenuhi hak-hak bagi anak-anak penyandang
=

disabilitas, berdasarkan permasalahan tersebut peneliti menganggap bahwasannya
-~

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan
Z

F{é’menuhan Hak Penyandang Disabilitas masih belum berjalan dengan efektif
w

sgsuai dengan aturan undang-undang.

Py
o  Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menemukan beberapa

(=
fenomena, yaitu :

1. Kurangnya layanan yang didapatkan penyandang disabilitas dalam
pendidikan di Kota Dumai.

2. Masih kurangnya kepekaan pemerintah terhadap perlindungan fasilitas
sarana, prasarana, dan tenaga pendidik untuk anak-anak penyandang
disabilitas.

3. Tidak terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi anak-anak
penyandang disabilitas.

Berdasarkan fenomena — fenomena diatas memberi gambaran bahwa anak

9p]
Y
pehyandang disabilitas di Kota Dumai kurang mendapatkan perhatian dari
@
pgmerintah Kota Dumai, khususnya terkait dalam bidang pendidikan, sehingga

p@eliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap bagaimana pemenuhan hak
a%s pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas di Kota Dumai dengan
n%rumuskan judul penelitian, yaitu “Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang
[flrjsabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020

=
T§ntang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota

=
Diimai”.
fo¥]
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Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah ditemukan dan mengingat

ng lingkup yang cukup luas, Penulis berpendapat bahwa masalah penelitian

widio ¥y o

yang diangkat harus dibatasi. Hal ini dilakukan agar penelitian ini dapat dilakukan

b

d%gan lebih fokus, sempurna, dan mendalam. Oleh sebab itu, penulis membatasi
rﬁcﬁsalah yang berkaitan dengan “Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang
[%sabilitas di Sekolah Luar Biasa (SLB) Kota Dumai” dimana hak tersebut wajib
dgerikan untuk penyandang disabilitas, bahwasannya sudah sangat jelas hak
t(;:rsebut tertera dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020
Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, akan tetapi
hak-hak yang semestinya didapatkan oleh anak penyandang disabilitas justru
malah belum terpenuhi secara maksimal haknya untuk mendapatkan sarana dan
prasaraana, serta tenaga pendidik yang memadai.
Rumusan Masalah

Latar Belakang masalah yang telah diuraikan diatas, agar lebih praktis dan,

Gp
~
=
m
o—
w
2

ngaka penulis mengambil beberapa rumusan masalah yang perlu dibahas yaitu

!

S .agai berikut:

1. Bagaimana hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota
Dumai?

2. Apa upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Dumai untuk

memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas?

nery wisey JireAg uejng jo A}JIsIaAru
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Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

e

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan pelaksanaan

penelitian ini adalah:

1.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak yang
didapatkan bagi penyandang disabilitas di Kota Dumai.

Mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota
Dumai untuk memenuhi hak pendidikan bagi penyandang

disabilitas.

b. Manfaat Penelitian

Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan

serta kepustakaan untuk penelitian lanjutan terkait dengan tema dan

topik dalam penelitian ini.

Secara Praktis

a. Bagi Peneliti
Penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengaplikasian
berbagai ilmu pengetahuan yang telah dipelajari. Untuk
memenuhi tugas akhir skripsi sebagai persyaratan untuk
mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan llmu Hukum
di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau.

b. Bagi Masyarakat
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Hasil penelitian ini diharapkan agar masyarakat lebih peduli
terhadap Penyandang Disabilitas
c. Bagi Penyandang Disabilitas
Hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan pemberdayaan
dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas terutama
dalam hal pendidikan.
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada akademis
untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang
Hukum Tata Negara.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi dinas
pendidikan provinsi riau untuk dapat memenuhi Hak-hak dari anak

penyandang disabilitas.
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TINJAUAN PUSTAKA
Kerangka Teoritis
1. Hak Warga Negara

Pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang

stinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan

ns N NwRi1dio yey o

oiang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Dalam hal
k%varganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan yang layak,
j%linan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya. Orang yang menjadi
bagian dari suatu negara dan menjadi penduduknya disebut warga negara. Dalam
konteks Indonesia, istilah "warga negara” (sesuai dengan UUD 1945 Pasal 26)
mengacu pada warga negara yang diakui secara hukum sebagai warga negara.
Selain itu, Pasal 1 UU No. 22/1958 menyatakan bahwa warga Negara Republik
Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan, perjanjian,
a§u peraturan yang berlaku sejak proklamasi.

Hak warga negara adalah kewenangan untuk melakukan atau tidak

Bueysy 2

lakukan sesuatu. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang

wn
317

estinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan

I

h pihak lain. Hak warga negara adalah kewenangan dari setiap warga negara

(@]
SHOA

I

(=
Sizom)

uk melakukan atau tidak melakukkan sesuatu sedangkan kewajiban warga

negara adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan melaksananya.*®

D

Ag ueyy

13 Nurhastuti, PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, (Jakarta: Kementrian

Pendidikan dan Kebudayaan, (2014), h.10

11

nery wigey jrie
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Pelaksanaan hak warga Negara dalam UUD NRI 1945 dikaitkan langsung

©
an
=
a_gngan kewajiban Karena memang mempunyai keterkaitan. Karenanya perumusan
h%&‘i( dan kewajiban itu dicantumkan dalam satu pasal seperti pasal 27 ayat (1)
‘;;’:égala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah
c%q wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya’.
[glam kaitan ini dapat diketengahkan masalah hak-hak warga Negara misalnya
n%salah pendidikan, kesejahteraan sosial dan pertahanan. Sebelum amandemen
tif]?ak ada Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI 1945
- Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945
pasal 27-28
a. Pasal 27 ayat 2 dan 3:
1. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara.
b. Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan
hidup dan kehidupannya.
c. Pasal 28B ayat 1 dan 2:

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan

keturunan melalui perkawinan yang sah.

nery wisey JireAg uejng jo A}JISIaATU() dDTWIR]S] 3)©1S
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2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari kelalaian atau

gingkaran kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga

N8N 11w e}dio yeH @

ngbara itu sendiri. Di Masa modern seperti sekarang di mana semua informasi dapat
d%kses dan terbuka untuk umum tidak menjadi solusi untuk mengurangi terjadinya
pganggaran hak dan kewajiban yang terjadi di Indonesia.

- Selain faktor dari sendiri (warga negara) terdapat beberapa faktor penyebab
terjadi pelanggaran hak dan kewajiban yang berasal dari instalasi maupun aparat
negara diantaranya; sikap kurang tegasnya aparat penegak hukum, aparat penegak
hukum memegang peranan penting dalam bernegara dan bermasyarakat, sehingga

harus tegas menanggapi permasalahan yang ada. Akan tetapi akhir akhir ini banyak

tefadi kasus dimana aparat seperti menutup mata dan mengabaikan suatu persoalan

y%ng seharusnya diadili.*

g_ 2. Hak Asasi Manusia (HAM)

g Hak asasi pada dasarnya merupakan hak yang bersifat mendasar. Hak Asasi
I\zénusia (HAM) adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati
a

Q"Eﬁ manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM sesungguhnya
n?ognelaah totalitas dalam kehidupan dan sejauh mana kehidupan kita memberi

JrIeAg u%[n

pat yang wajar kepada kemanusiaan. Dalam hal ini, setiap manusia berhak

14 Siti Zikrina Farahdiba dkk, “Tinjauan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
irga Negara Berdasarkan UUD 19457, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 5 No.2, (2021), h.840

nery wigey]
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&H O

miliki hak tersebut, disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi

B

anusiaan, juga terdapat kewajiban yang harus dipahami dan dilaksanakan. Hal

menandakan bahwa dengan adanya hak yang dimiliki oleh seseorang

lwZxid

menandakan bahwa ia memiliki suatu keistimewaan yang memungkinkan dirinya

b

u%uk diperlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang dimilikinya tersebut.
Sg]ain itu, terdapat juga kewajiban pada seseorang untuk bersikap sesuai dengan
“%eistimewaan” yang ada pada diri orang lain. Hak asasi manusia adalah hak-hak
yfg%g dimiliki oleh manusia hanya karena ia manusia. Hak-hak ini diberikan kepada
rr§1:anusia semata-mata karena martabatnya sebagai manusia, bukan karena hukum
atau masyarakat memberikannya. Dengan demikian, manusia tetap memiliki hak-
hak tersebut meskipun mereka dilahirkan dengan ras, jenis kelamin, bahasa,
budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda. Ini adalah karakteristik umum dari
hak-hak tersebut. Hak-hak ini tidak hanya universal, tetapi juga tidak dapat dicabut.

Dgngan kata lain, sebagai manusia, dia memiliki hak-hak tersebut.*®

Hak asasi manusia, sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia, sudah

ST ?3e

afla sejak lahir. Ini menunjukkan bahwa ia adalah yang pertama, atau "manusia

e

s@tuhnya", yang berarti bahwa ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak
=]
kgdrati yang tidak dapat diabaikan oleh orang lain. Karena ia adalah manusia,
[ ]
wn
lggkan karena diberikan oleh negara atau manusia lainnya, HAM dimiliki oleh
o
"Semua manusia” bukan manusia dari golongan atau kelompok tertentu. Oleh
=
&
=
9p]
L)
j+¥]
=

15 Rhona K.M. Smith dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi
nusia Universitas Islam Indon€sia, 2008), h.11

nery wisey|
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ena itu, hak kodrati yang dimilikinya diakui, dijunjung tinggi, dan dihormati

h "semua manusia" di seluruh dunia.

weirdd &4 o

HAM dibutuhkan manusia untuk melindungi diri dari martabat
k;—!rlfnanusiaannya, dan sebagai landasan moral dalam berbuat dan bertingkah laku
dgngan sesama manusia lainnya. Jika setiap manusia dalam mengaplikasikan HAM
ngé juga harus menghargai HAM orang lain dan tidak dapat dilaksanakan sesuai
I%wndak sendiri. Sehingga dalam hal ini semakin disadari bahwa dalam setiap hak
tégudapat kewajiban yang melekat padanya. Itulah sebabnya dalam penerapan HAM,
nigara, hukum, pemerintah dan manusia lainnya berkewajiban untuk
memperhatikan, menghormati dan menghargai hak asasi dan kewajiban asasi.
Sejarah Hak Asasi Manusia sebagian besar para pakar di Eropa
berpendapat bahwa sejarah HAM dimulai dengan lahirnya Magna Charta di Inggris
pada tahun 1215. Setelah Magna Charta menetapkan bahwa raja, yang sebelumnya

mgmiliki kekuasaan absolut dan menciptakan hukum tanpa terikat pada hukum,

f+¥]
sekarang dapat dimintai pertanggungjawaban di depan hukum. Dari sinilah doktrin

wn
bghwa raja tidak kebal hukum lagi dan mulai bertanggung jawab kepada hukum.
Irgggris mengadopsi Bill of Rights pada tahun 1689 setelah penciptaan Magna
=]

Charta. Adagium bahwa semua manusia sama di muka hukum mulai muncul pada

138

s\%ﬁt itu. Adagium ini mendorong lahirnya negara hukum dan demokrasi. Pada
(=]
pansipnya, itu melahirkan prinsip persamaan dalam Bill of Rights. Deklarasi
=

I{Emerdekaan Amerika menandai kemajuan HAM berikutnya.®

juedg u

16 Nur Asiah, “Hak Asasi Manusia Prespektif Hukum Islam”, Jurnal Syari’ah dan Hukum
_tum, Vol.15 No.1, (2017), h.57

nepy wigeyy
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Konseptualisasi Hak Asasi Manusia adalah hak mendasar yang melekat

a setiap manusia. Oleh karena itu, menurut Todung Mulya Lubis, menelaah

1dB YeH 6

I-’Pgém secara keseluruhan adalah memeriksa sejauh mana kehidupan kita memberi

teihpat yang layak bagi kemanusiaan. Hak asasi manusia terdiri dari kumpulan
nifai-nilai yang membentuk kaidah yang mengatur bagaimana manusia
=z

btinteraksi satu sama lain dan dengan diri mereka sendiri."’

w

2 Karakteristik Ham, pengetahuan pertama tentang Ham adalah dari sifatnya.

Py
Sgsuai dengan namanya, Ham adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh manusia,

bikan badan hukum atau negara. Ham adalah hak yang bersifat inalienable, artinya
tidak dapat diambil kembali. Dengan demikian, Ham bersifat absolut, artinya
selama orang yang dimaksud tetap bersifat manusia, dia akan memiliki Ham tanpa
peduli apakah dia penjahat atau tidak. Selain itu, Ham tidak dapat dilepaskan

bahkan jika kita secara sukarela tidak menginginkannya. Melalui sifat ini, ham

mglekat pada kita, baik secara sukarela maupun tidak.®

-

f+¥]

@ 3. Hak Asasi Penyandang Disabilitas

@

g Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang adalah orang yang
n%nyandang atau menderita sesuatu. Selain itu, disabilitas dapat mengacu pada
)

sgatu kondisi (sakit) yang membatasi kemampuan mental atau fisik seseorang, serta
[ ]

wn

kefidakmampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk anak
o

L)

wn

=

&

=

§ 17 Jimly Asshiddigie dkk, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, (Jakarta:
Kencana,2015), h.41

= 18 Pranoto Iskandar, Hukum Ham Internasional:Sebuah Péengantar Kontekstual,
(@gnjur:lnstitute For Migrant Rights,2012), h.64
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@H 0

yandang disabilitas, disabilitas dapat terjadi karena lingkungan, bukan karena
urangan fisik seseorang.

Menurut Goffman, “penyandang disabilitas adalah mereka serba terbatas

W e1d@ 3

d;e;Trn tidak mampu berkomunikasi dengan individu yang lain”. Menurut Undang-
Lgdang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, setiap orang yang
n@mpunyai gangguan kemampuan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam
v%ktu yang cukup lama maka dapat dikatakan sebagai penyandang disabilitas.
ggiwgguan tersebut dapat menghalangi anak penyandang disabilitas dalam
bggrpartisipasi dengan masyarakat luas pada tingkat yang sama.

Penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti
orang lain dalam masyarakat. Sudah sepantasnya penyandang disabilitas
mendapatkan perlakuan khusus sebagai warga negara Indonesia untuk melindungi
mereka dari diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Perilaku khusus ini
d"@nggap sebagai upaya untuk mengoptimalkan penghormatan, pengembangan,
pg;"rlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia universal.

Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang beragam,

termasuk penyandang disabilitas dengan disabilitas fisik, mental, atau kombinasi

(Eagum]s

dgsabilitas fisik dan mental; kondisi mereka mungkin hanya sedikit berdampak

SIaZTU

dia kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat umum, atau

(0]

r@ngkin sangat berdampak sehingga mereka memerlukan dukungan dan bantuan
=

dari orang lain.®
=

19 Lysa Angraini, Hukum Hak Asasi Manusia, (Depok Sleman Yogyakarta:
LIMEDIA, 2016), h. 147

nery wigey| jrredg
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4. Pendidikan Inklusif

Pengertian Pendidikan Inklusif adalah paradigma baru yang bertujuan

Al[lw eydio yeH @

uftuk memenuhi hak asasi manusia atas pendidikan tanpa diskriminasi dan
2z

n@mberi semua anak kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan
b%rkualitas tinggi tanpa pengecualian.?°
g Pendidikan inklusif merupakan layanan pendidikan khusus yang mengakui
a;u hadir guna untuk memenuhi beragam kebutuhan pendidikan anak penyandang
disabilitas dan menerapkan berbagai strategi dalam pembelajaran yang dilakukan.
Menurut gagasan Sapon-Shevin yang dikutip oleh Suparno, Heri Purwanto dan Edi
Purwanto bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan khusus
yang mengamanatkan bahwa anak penyandang disabilitas dapat mengikuti kelas
r%rguler dengan teman sebayanya di sekolah terdekat. Akibatnya, setiap sekolah
pgirlu ditata ulang agar menjadi komunitas atau lingkungan yang membantu setiap
ag?;\k penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan khususnya.
5 1. Prinsip-Prinsip Pendidikan Inklusif
a. Prinsip kasih sayang, berfokus pada menerima anak sebagaimana
adanya dan membantu mereka menjalani hidup dan kebutuhan

mereka dengan cara yang sama seperti anak-anak normal. Oleh

karena itu, upaya yang dilakukan tidak memanjakannya, tidak

JuapAg uej[ng jo A}IsIaAru) d

2 Eko Setiawan,"Pendidikan Inklusif: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Non

kriminatif Di Bidang Pendidikan Bagi Anak Dengan Disabilitas (Add)", Jurnal Sosio Informa,
1.5 No.3, (2019), h.191

18es
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memedulikan kebutuhannya, dan memberikan tugas sesuai
kemampuannya.

Prinsip Layanan Individual, Karena setiap anak berkebutuhan
khusus dalam jenis dan drajat yang sama memiliki masalah yang
unik, prinsip layanan individual dalam mendidik anak berkebutuhan
khusus harus sangat diperhatikan. Oleh karena itu, upaya yang perlu
dilakukan untuk anak berkebutuhan khusus selama pendidiknya,
termasuk jumlah guru yang dilayani tidak lebih dari empat hingga
enam orang per kelas, fleksibilitas dalam pengaturan kurikulum dan
jadwal pelajaran, dan penyesuaian alat bantu pembelajaran.

Prinsip kesiapan, yaitu untuk menerima pelajaran tertentu,
mengacu pada seberapa siap siswa berkebutuhan khusus untuk
mengikuti pelajaran yang akan diajarkan. Ini terutama berkaitan
dengan menyediakan persyaratan mental dan fisik yang diperlukan
untuk pelajaran berikutnya.

Prinsip keperagaan, prinsip keperagaan mengatakan bahwa alat
peraga yang digunakan sebagai media harus menggunakan benda
tiruan atau menima gambarnya.

Prinsip motivasi, prinsip ini berfokus pada pengajaran yang

disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus..:

(
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David Wijaya, Menajemen  Pendidikan  Inklusif ~ Sekolah  Dasar,
karta:Kencana,2019), h.6
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@
g Pendidikan inklusif merupakan respons terhadap meningkatnya apresiasi
-~
téthadap keberagaman, sambil mengeliminasi paradigma penyeragaman dan

yamarataan. Perbedaan bukan lagi dianggap sebagai penyimpangan yang harus

wad

d;ﬁéerlakukan secara eksklusif, melainkan sebagai kekayaan yang harus dihargai,
Oteh karena itu, pendidikan inklusif menekankan bahwa setiap anak harus mampu
=z

n@mberikan layanan kepada semua anak secara inklusif, seperti yang disebut oleh
w

Meijer dan rekanrekannya (1997) sebagai "differentiated education for this

P
diyersity."

(=
Tujuan Pendidikan Inklusif adalah kebutuhan dasar setiap manusia untuk

hidup bermartabat. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk menyediakan
pendidikan yang berkualitas tinggi kepada semua warganya, termasuk mereka
yang memiliki keterbatasan kemampuan.

Pendidikan inklusif bertujuan untuk menjamin hak setiap warga suatu
nggara untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini

bgirarti bahwa siswa yang mengalami kesulitan belajar dan siswa yang
n%:mbutuhkan bantuan khusus menerima pendidikan yang sesuai dengan
k@)utuhan mereka, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan kognitif,
a%ktif, dan psikomotorik mereka secara optimal, dan dapat hidup mandiri bersama

-
wn

qgak-anak normal sesuai dengan prinsip pendidikan dan berperan dalam kehidupan

Q
ngsional dan global.?

=

&

=

wn

-

<%}

H-

=N

= 22 septy Nurfadhillah, Mengenal Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar, (Jawa Barat:CV
26jak, 2021), h.12
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Manfaat Pendidikan Inklusif dalam layanan pendidikan bagi anak luar

sa, ada beberapa alasan mengapa pendidikan inklusi sangat penting. Beberapa

(@)
an
[h]
-
bia
@
dva
3
— Y
=
=
=
w
@
w
N
Q
50
~
[ o
C.
d.
e.
f.

ntaranya adalah sebagai berikut:

Semua anak, baik cacat maupun tidak mempunyai hak yang untuk
belajar bersama-sama dengan anak yang lain.

Seyogyanya anak tidak diberi label atau dibeda-bedakan secara rigid,
tetapi perlu dipandang bahwa mereka memiliki kesulitan dalam
belajar.

Tidak ada alasan yang mendasar untuk memisah-misahkan anak dalam
pendidikan. Anak memilki kebersamaan yang saling diharapkan di
antara mereka. la tidak pernah ada upaya untuk melindungi dirinya
dengan yang lain.

Penelitian menunjukkan bahwa anak cenderung menunjukkan hasil
yang baik secara akademik dan sosial bila mereka berada pada setting
kebersamaan.

Tidak ada layanan pendidikan di SLB yang mampu mengambil bagian
dalam menangani anak di sekolah pada umumnya.

Semua anak membutuhkan pendidikan yang dapat mengembangkan
hubungan antar mereka dan mempersiapkan untuk hidp dalam

masyarakatnya.
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g. Hanya pendidikan inklusi yang potensial untuk menekan rasa takut

dalam membangun kebertemanan, tanggung jawab, dan pemahaman

diri.®

2. Landasan Penyelenggaaraan Pendidikan Inklusi

a. Landasan Filosofis

asumsi

1)

2)

Landasan filosofi dasar pendidikan inklusif memiliki tiga

, yaitu sebagai berikut:

Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda, simbol
persatuan dalam perbedaan. Untuk menjaga persatuan dan
kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
kebinekaan adalah kekayaan suatu bangsa, seperti suku, bahasa,
adat istiadat, kepercayaan, tradisi, dan budaya.

Salah satu perspektif agama, khususnya Islam, menekankan
beberapa hal berikut: (1) bahwa seseorang dilahirkan suci, (2)
bahwa kehormatan seseorang di hadapan Tuhan tidak berasal
dari tubuhnya, tetapi dari kesalehannya, (3) bahwa Tuhan tidak
mengubah nasib seseorang, kecuali orang itu sendiri yang
memilih untuk melakukannya, dan (4) bahwa manusia

diciptakan berbeda untuk tetap terhubung (inklusif).

nery wisey JjireAg uejng jo A}JISIaATU() dDTWIR]S] 3)81S

2 Susilahati, Pendidikan Inklusif, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia,2023), h.14
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Menurut pemahaman umum tentang hak asasi manusia, setiap
orang berhak atas kehidupan yang bermartabat, hak atas

pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas pekerjaan.?*

b. Landasan Yuridis

Untuk mendukung pendidikan inklusi, berbagai undang-undang

telah dibuat, termasuk diantaranya yaitu :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

UUD 1945 (amandemen) pasal 31, ayat 1 dan 2 tentang hak
untuk pendidikan.

UU No. 20 tahu 2003 pasal 5, ayat 1sampai dengan 4 tentang
system pendidikan Nasional.

UU No. 23 tahun 2002 pasal 48 dan 49 tentang perlindungan
anak.

UU No. 4 tahun 1997 pasal 5, tentang penyandang anak cacat.
PP No. 17 tahun 2010 pasal 127 sampai dengan 142, tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Permendiknas No. 70 tahun 2009, tentang Pendidikan inklusif
Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah, Kemendiknas No. 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20

Januari 2003.

M JiieAg uelng jo AJISIdATU) dTUWR][S] 3}e)§
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2 Zulham Lubis dkk, “Pendidikan Inklusi Anak Usia Dini Dalam Al-Qur’an”, Jurnal
ndidikan Tambusai, Vol.7 No.1, (2023), h.195.
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8) Deklarasi Bandung: “Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif”

tanggal 11-14 Agustus 2004.2°
c. Landasan Pedagogis

Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan
bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk membangun potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertagwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara demokratis dan bertanggung
jawab.Tujuan ini tidak dapat dicapai jika mereka sejak awal dipisahkan
dari teman sebayanya di sekolah khusus. Tidak peduli seberapa muda
mereka, mereka harus diberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan
teman sebayanya.?®
d. Landasan Empiris

Adapun landasan empiris yang dipakai dalam pelaksanaan
pendidikan inklusif yaitu: (1) Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948
(Declaration of Human Rights), (2) Konvensi Hak Anak 1989
(Convention of The Rights of Children), Konferensi Dunia Tentang
Pendidikan untuk Semua 1990 (World Conference on Education
for All), (3) Resolusi PBB nomor 48/96 Tahun 1993 Tentang

Persamaan Kesempatan Bagi Orang Berkelainan (the standard rules

> | ﬁw&g ue}ng jo AJISIdATU) DTUIR]S] 3}e1§

15

nery w

25

I Nyoman Temon Astawa, “Pendidikan Inklusi Dalam Memajukan Pendidikan

ional”, Jurnal Pendidikan, Vol.8 No.1, (2021), h.69

26 Irdamurni, Pendidikan Inklusi Solusi Dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus,

karta:Kencana,2020), h.19
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on the equalization of opportunitites for person with dissabilities), (4)

Pernyataan

(Salamanca Statement

Dakar mengenai

Salamanca

on

Tentang

Pendidikan

Inklusi 1994

Inclusive Education). (5) Komitmen

Pendidikan Untuk Semua 2000 (The Dakar

Commitment on Education for All), (6) Deklarasi Bandung 2004

dengan komitmen “Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif”.?’

- B. Penelitian Terdahulu

)

Ne | Penelitian Saya Penelitian Persamaan Perbedaan
Terdahulu
. Perbedaan
Fatmawati e
peneliti dengan
dengan Judul eneletian
Penyediaan P .
-4 terdahulu, yaitu
Aksesbilitas 7
Hak Atas o peneliti
e . | Fasilitas Umum
Pendidikan Bag Bagi Penyandang | Persamaan dalam MeTlares
Penyandang g1 meny g . i bagaimana ha
2 Disabilitas Oleh judul peneliti L
Disabilitas Di q katas Pendidikan
Berdasarkan N engan bagi penyandang
Perhubungan Penelitian B
o | Peraturan Daerah . disabilitas
- L Kota Dumai Terdahulu sama-
1s Provinsi Riau . tersebut
o Pelabuhan Sri sama membahas i .
® | Nomor 18 Tahun " terpenuhi, seperti
@ | 2013 Tentang waknoag anak penyandang | o on darj segi
e ; Berdasarkan disabilitas dari
Perlindungan dan sarana dan
=} Peraturan Daerah aspek
=-| Pemberdayaan Kota Dumai pemenuhan hak prasarana nya
~ Penyandang sedangkan dalam
A . Nomor 1 Tahun nya. -
= Disabilitas di penelitian
= . 2020 Tentang
< Kota Dumai ; terdahulu
® Perlindungan dan G ek
it Pemenuhan Hak, PSP
= . aksesbilitas
< penelitian ini T BT
= tahun 2021 a'am Ferablnan
= di kota dumai.
g Hak Atas Islamiyah Ilyas | Persamaan dalam Perbedaan
2% | Pendidikan Bagi dengan Judul judul peneliti peneliti dengan
31 Penyandang Hak Politik dengan peneletian
< Disabilitas Penyandang Penelitian terdahulu, yaitu
-
"t
=

J

nery wigey

27 Lias Hasibuan dkk, “Implementasi Pendidikan Inklusi Dalam Pendidikan Islam”,

nal of Dissability Studies and Research, Vol.1 No.2, (2022), h.79




‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
AL

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

26
@
> | Berdasarkan Disabilitas Terdahulu sama- peneliti
| Peraturan Daerah | Mental Dalam sama membahas membahas
©.| Provinsi Riau | Pemilihan Umum | anak penyandang bagaimana ha
2 | Nomor 18 Tahun Prespektif disabilitas dari | katas Pendidikan
© 1 2013 Tentang Hukum aspek bagi penyandang
3 | Perlindungan dan | Ketatanegaraan | pemenuhan hak disabilitas
= | Pemberdayaan Islam (Studi nya. tersebut
z Penyandang Kasus Di Kpu terpenuhi, seperti
—| Disabilitas di Gowa), contoh dari segi
= Kota Dumai penelitian ini sarana dan
2 Tahun 2019 prasarana nya
» sedangkan dalam
2 penelitian
- terdahulu
~ membahas aspek
= dari segi Hak
Politik dalam
pemilu.
Perbedaan
peneliti dengan
peneletian
terdahulu, yaitu
Denny peneliti
Pengi?il?k'z\r:asBagi /S membahas
Penyandang dengan Judul Pe_rsamaan da_lgm bagalman_a _ha
Disabilitas Pe_rsamaan da_lgm judul peneliti katqs Pendidikan
w dasarkan judul peneliti dengan bagi penyandang
Y Berdasar dengan Penelitian disabilitas
~ | Peraturan Daerah o
3 ® Provinsi Riau Penelitian Terdahulu sama- tersgbut _
® Terdahulu sama- | sama membahas | terpenuhi, seperti
= | Nomor 18 Tahun bah K q toh dari sedi
5| 2013 Tentang sama membahas | anak penyandang | contoh dari segi
~'| Perlindungan dan angk pgr_lyandar_lg disabilitas dari sarana dan
| Pemberdavaan disabilitas dari aspek prasarana nya
= y aspek pemenuhan hak | sedangkan dalam
= Penyandang -
= Disabilitas di pemenuh_a_n hqk_ nya. penelitian
e
% | Kota Dumai nya.penelitian ini terdahulu
= tahun 2021 membahas aspek
o social dalam
e bantuan terhadap
= penyandang
3 disabilitas.
31 Hak Atas Raras Regina | Persamaan dalam Perbedaan
43S Pendidikan Bagi Balqis judul peneliti peneliti dengan
Penyandang BS.Pasaribu dengan peneletian
Disabilitas dengan judul Penelitian terdahulu, yaitu
Berdasarkan penelitian Terdahulu sama- peneliti
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@
o | Peraturan Daerah Tinjauan sama membahas membahas
~| Provinsi Riau terhadap hak anak penyandang bagaimana ha
€.| Nomor 18 Tahun memperoleh disabilitas dari | katas Pendidikan
©| 2013 Tentang pekerjaan yang aspek bagi penyandang
® | Perlindungan dan layak bagi pemenuhan hak disabilitas
3| Pemberdayaan penyandang nya. tersebut
= Penyandang disabilitas di kota terpenuhi, seperti
“ | Disabilitas di Pekanbaru, contoh dari segi
= : e
— Kota Dumai penelitian ini sarana dan
= tahun 2020 prasarana nya
(C” sedangkan dalam
» penelitian
2 terdahulu
- membahas aspek
~ pekerjaan yang
= layak bagi anak
penyandang
disabilitas
Perbedaan
peneliti dengan
peneletian
terdahulu, yaitu
: peneliti
Hak Atas S“. Anggun membahas
. . | Mutia Hunowu .
Pendidikan Bagi q Ldul P dal bagaimana ha
Penyandang engan Jucu ersamaan catam | . - aq pendidikan
2 penelitiannya judul peneliti .
Disabilitas . bagi penyandang
yaitu Pemenuhan dengan L M
Berdasarkan = disabilitas
Hak-Hak Penelitian
Peraturan Daerah hul tersebut
5 Provinsi Riau Pepyar_u:!ang TeRphulear g terpenuhi, seperti
Disabilitas sama membahas -
Nomor 18 Tahun contoh dari segi
Dalam Pelayanan | anak penyandang
2013 Tentang o T . sarana dan
. Publik Di Bidang | disabilitas dari
Perlindungan dan 1 prasarana nya
Fasilitas Umum aspek
Pemberdayaan . sedangkan dalam
Di Kota pemenuhan hak -
Penyandang Yoqvakarta nva penelitian
Disabilitas di SN ya terdahulu
Kota Dumai I TN membahas aspek
tahun 2017

pelayanan public
bagi penyandang
disabilitas
dibidangh
fasilitas umum
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BAB IlII
METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara kerja ilmiah untuk melakukan penelitian,

1w eydioyeH @

-ngikuti sifat dan karakter objek keilmuan.?® Kata penelitian berasal dari kata

1N

bahasa Inggris “re”, yang berarti (kembali), dan “to search” (mencari), yang berarti

S

“fpencari kembali”. Akibatnya, penelitian pada dasarnya adalah “suatu upaya
=
pg%marian”.29
é' Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum Sosiologis, hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup, penelitian
terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas
hukum dan tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukum berfungsi
di masyarakat berdasarkan pada data primer yang diperoleh langsung dari
ngmgsyarakat dengan melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun
pgnyebaran kuesioner.3°

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu berarti focus pada gambaran dan

W) druwre|

penjelasan tentang objek yang diteliti serta aspek-aspek yang terkait secara

TAT

sistematis. Penelitian ini menguraikan fakta-fakta atau karakteristik dari populasi

s

X

entu dalam bidang yang relevan dengan cara yang factual dan cermat.

2 Nurul Qamar dkk, Metode Penelitian Hukum, (Makasar: Social Politic Genius,2017),

29 Zainuddiin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h.1

%0 Sigit Septo Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, Metodologi Riset Hukum, (Surakarta:
e Pustaka,2020), h.63.

3L sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7.

28
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@

5:): Pendekatan Penelitian

-~

€ Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan efektifitas
@)

hgkum, yaitu segala bentuk upaya dapat dilakukan agar aturan hukum yang ada

@am masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut
behar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis / efektifitas hukum
=z

yg?tu suatu perundang-undangan (berlakunya hukum), pada dasarnya merupakan

p?ﬁdekatan perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.®2

(;;'? Lokasi Penelitian

- Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Dinas
Pendidikan Kota Dumai, Penulis telah memilih untuk melakukan penelitian ini di
Dinas Pendidikan Kota Dumai karena Peraturan Dareah Kota Dumai Nomor 1
Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
menetapkan bahwa institusi pendidikan harus memenuhi hak-hak penyandang

disabilitas, terutama di SLB (Sekolah Luar Biasa) yang ada di kota Dumai.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020

ST ?3e

Tgntang Perlindugan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, penulis dapat

d'@gan mudah mencapai lokasi tersebut untuk melakukan observasi dan

u

wawancara tentang Pemenuhan Hak Pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.
Populasi dan Sampel Penelitian
a. Pengertian Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti; itu adalah sumber

informasi penelitian. Populasi dapat berupa kelompok orang, benda (hidup atau

32 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Hukum, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), h.63
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mati), kejadian, kasus, waktu atau tempat yang memiliki karakteristik yang
sama.*

b. Pengertian Sampel

Bagian dari pupulasi adalah sampel. Kalimat ini memiliki dua makna:
pertama, setiap unit populasi harus memiliki peluang untuk dianggap sebagai
unit sampel; kedua, sampel dianggap sebagai populasi dalam bentuk miniatur,
yang berarti ukuran sampel harus cukup untuk menggambarkan
populasinya.®*

Populasi dalam Penelitian ini adalah Kasi Pendidikan Nonformal &
Informal Kota Dumai, Kepala SLB (Sekolah Luar Biasa) Negeri Kota Dumai,
Kepala SLB (Sekolah Luar Biasa) Assyfa Umaimah, Kepala SLB (Sekolah
Luar Biasa) Harapan Bunda Dumai, dan Kepala SLB (Sekolah Luar Biasa)
Dumai Care Education Centre.Yang mana paling utama ialah Kasi Pendidikan
Nonformal & Informal dan Kepala SLB (Sekolah Luar Biasa) yang ada dikota
Dumai 4 orang. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah teknik
Total Sampling. Metode pengambilan sampel total digunakan ketika jumlah
sampel sama dengan populasi. Dalam penelitian ini, sampel ini sama dengan

populasi yang akan diteliti, yang terdiri dari 5 orang.

Ag uej[ng jo A}ISIdATU) DTWR][S] 3}L}G

& 33 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers,2011),
h118.

= 3 Eddy Roflin dkk, Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran, (Jawa
T@ngah:PT.Nasya E xpanding Menagement, 2021), h.11.
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@
T
j4Y]
-
2 Tabel 1.1
= Populasi Dan Sampel
4]
=
= 0 Jumlah Jumlah Presentase
= Jenis Responded Populasi Sempel %
=
z1 Kasi Pendidikan Non 1 orang 1 orang 100%
2 formal & Informal
= Kepala SLB Ne_geri 1 orang 1 orang 100%
= Kota Dumal
;3 Kepala SLB Assyfa 1 orang 1 orang 100%
—. Umaimah
= Kepala SLB Harapan 1 orang 1 orang 100%
Bunda Dumai
5. Kepala SLB Dumai 1 orang 1 orang 100%
Care Education Centre
0,
Total 5 orang 5 orang 100%

Sumber: Data Lapangan, 2023/2024
E. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan adalah data primer, yang dapat berasal dari

9p]
keterangan informen di lapangan atau data yang dikumpulkan secara langsung dari
(¢

iformen melalui wawancara. Penulis juga menggunakan bahan hukum primer dan

[

8

sa(under berikut:
1) Data Primer

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan informen;
meskipun pertanyaan-pertanyaan telah disiapkan sebelumnya, masih
mungkin untuk mengubah pertanyaan saat wawancara. Dengan kata lain Data
Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek berupa hasil
wawancara langsung maupun observasi secara langsung yang berkaitan

dengan judul dan rumusan masalah penelitian.
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2) Data Sekunder
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020
Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, data
sekunder dalam penelitian ini berasal dari hasil penelitian kepustakaan atau
penelitian terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan
dengan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Bahan hukum
primer dan sekunder dari kepustakaan digunakan untuk menjawab masalah
utama penelitian ini.
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini
terdiri dari: Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sudah
memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat bagi masyarakat.
1)  Butir-butir Pancasila Sila ke-5
2) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C Ayat (1)
3) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1)
4) Undang-Undnag Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional
5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas
6) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
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b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekuder yang digunakan dalam penelitian ini
terdiri dari: Buku-buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, rancangan
undang-undang, dan pendapat pakar hukum adalah bahan hukum
primer.

1) Buku-buku tentang pembentukan peraturan perundang
undangan dan penyandang disabilitas diantaranya buku
Nurhastuti dengan judul buku PPKN Pendidikan Pancasila
dan kewarganegaraan, Siti Zikrina Farahdiba dengan judul
Tinjauan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
Negara Berdasarkan UUD 1945, Buku Rhona K.M Smith
dengan judul Hak Asasi Manusia, Buku Jimly Asshidigie
dengan judul Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia,
Buku Pranoto Iskandar dengan judul buku Hukum Ham
Internasional : Sebuah pengantar kontekstual, Buku Lysa
Anggraini dengan judul buku Hukum Hak Asasi Manusia,
Buku Eko Setiawan dengan judul buku Pendidikan Inklusi :
Upaya mewujudkan kesetaraan dan non diskriminatif di
bidang Pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, dan
Buku David Wijaya dengan judul buku Menajemen

Pendidikan inklusi sekolah dasar.
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2) Berbagai jurnal, artikel serta berita elektronik yang
membahas tentang hak pendidikan bagi penyandang
disabilitas terhadap pembentukan peraturan daerah

Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi: Peneliti melihat penyediaan sarana dan prasarana bagi anak
penyandang disabilitas sesuai dengan Kketerbatasannya. Mereka
melakukan observasi secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan

bukti tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Berdasarkan

nely e)sng Nin 31w eidio ey o

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan
Informen, dilakukan terhadap komponen vyaitu Kasi Pendidikan
Nonformal & Informal Kota Dumai dan Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB)
yang ada dikota Dumai untuk memberikan informasi yang diperlukan
penulis dalam penulisan Skripsi ini.

c. Studi kepustakaan berarti penulis mengumpulkan informasi dari buku-
buku referensi yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Sumber-
sumber ini termasuk buku, jurnal, dan lain-lain.

Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan data dari penelitian

ustakaan dan lapangan, kemudian diklasifikasikan dalam susunan yang sesuai,

A uﬁ[ng jo A4¥sxaatupn orureysy ajeig

uk menemukan informasi tentang penyediaan sarana dan prasarana bagi

ie

penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun

nery wiseyq
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@
2§20 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan data

-~
yang terkumpul dalam penelitian, baik itu data primer maupun sekunder. Setelah
@)

—

o‘%ﬂapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara

k}%;\litatif yakni dengan menggambarkan data yang ada untuk menjawab pertanyaan

betdasarkan teori-teori yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Semua
2z

o@a yang terkumpul secara keseluruhan baik itu berupa studi kepustakaan dan studi
I%angan kemudian dilakukan analisis. Analisis data yang digunakan pada
pgwelitian kali ini adalah analisis secara deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan
dingan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk
umum atau generalisi.*®
H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi penulis secara sistematis
d@am Lima (5) bab, dengan masing-masing bab memiliki subbab yang
n:iénghubungkan satu sama lain. Ini membuat bab satu dengan bab lain menjadi

wn
s%tu sistem dan saling menarik. Penulis membahas bab secara rinci.

W
>
o)

PENDAHULUAN
Bab ini membahas latar belakang masalah, batasan, rumusan,

tujuan, dan keuntungan penelitian.

Ag ue}ng jo AjrsIaArun) d

% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,

2006), h.147.
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KERANGKA TEORITIS

Bab ini akan membahas teori-teori berikut: teori asas hukum, teori
hak asasi manusia, teori hak asasi penyandang disabilitas, dan teori
inklusif pendidikan.

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini Penulis memberikan penjelasan tentang jenis
penelitian, metodologi, dan lokasi penelitian, serta populasi dan
sampel, serta sumber dan teknik pengumpulan data, analisis data,
dan prosedur penulisan sistematis dalam bab ini.

PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian yaitu penerapan hak
atas pendidikan bagi penyandang disabilitas dan akibat hukum apa
jika hak tersebut tidak terpenuhi dari peraturan daerah ini.
PENUTUP

Bab ini membahas hasil dan rekomendasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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BAB V

PENUTUP
Kesimpulan

1. Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Dumai
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka

disimpulkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang

disabilitas di sekolah luar biasa (SLB) di kota Dumai sepenuhnya tidak

berjalan dengan maksimal. Kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan

nery eysng Nin Y!1w2idioyey o

oleh anak-anak penyandang disabilitas di sekolah-sekolah SLB (sekolah luar
biasa) di kota Dumai belum terpenuhi semuanya, masih ada kebutuhan yang
belum tersedia serta fasilitas-fasilitas yang belum memadai di Sekolah Luar
Biasa di Kota Dumai seperti Jalur pedestrian untuk anak tunadaksa, Alat
Peraga/Alat bantu belajar untuk anak-anak penyandang disabilitas, ruangan
kelas yang belum mencukupi, serta tenaga pendidik yang masih sangat minim.
2. Upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi
penyandang disabilitas

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kota Dumai masih belum
terjalankan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari layanan Pendidikan bagi
anak penyandang disabilitas yang terkendala dari anggaran untuk sekolah luar
biasa yang terbatas serta tenaga pendidik di sekolah luar biasa yang masih
minim, mulai dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga banyak jurusan dari

guru yang tidak linier, yang menyebabkan pembelajaran kurang maksimal.

59
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Saran
Agar pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang
abilitas oleh dinas pendidikan kota Dumai di sekolah luar biasa (SLB)berjalan
h baik lagi, penulis mempunyai beberapa saran:

1. Pemerintah wajib menyiapkan anggaran untuk pemenuhan hak pendidikan

bagi anak-anak penyandang disabilitas dan anggaran tersebut harus
dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dari setiap anak-anak penyandang
disabilitas baik menyangkut kualitas maupun kuantitas dari sarana dan
prasarana yang akan disediakan untuk anak-anak penyandang disabilitas,
selain itu perlu adanya evaluasi terhadap pengupayaan yang telah
dilakukan guna untuk memastikan bahwasannya upaya yang dilakukan
berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan bagi anak-anak penyandang
disabilitas.

Sekolah juga berperan untuk mendukung dan mempercepat pemenuhan
hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, khususnya menjaga,
merawat serta memperbaiki sarana dan prasarana yang telah diberikan oleh
pemerintah, Artinya, setiap fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah

sekolah mempunyai tanggungjawab untuk menjaganya.
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